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BIPA  TUJUAN KHUSUS UNTUK TKA KOREA 









Tulisan ini ditujukan untuk mendeskripsikan kebutuhan pengembangan bahan ajar 
BIPA Tujuan Khusus bagi TKA Korea di Bank Woori Saudara. Metode penelitian ini 
menggunakan kualitatif deskriptif. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik 
wawancara dan kajian pustaka. Teknik wawancara digunakan untuk menentukan kebutuhan 
pemelajar, sedangkan kajian pustaka untuk mencari rujukan kurikulum. Data dalam 
penelitian ini diambil dari hasil wawancara dan kuesioner  dengan TKA yang merupakan 
senior eksekutif di Bank Woori Saudara. Fokus penelitian pada pengembangan bahan ajar 
BIPA khusus untuk TKA. Pengembangan bahan ajar menjadi penting terkait dengan 
penghapusan syarat  berbahasa bahasa Indonesia bagi TKA dalam Permenaker No. 16 tahun 
2015. Permenaker ini merupakan revisi Permenakertrans No. 12 Tahun 2013. Dalam program 
BIPA, bahan ajar yang ideal berhubungan dengan proses belajar mengajar yang dapat diamati 
mekanisme serta hasilnya (Long, 1991; Richards &Rodgers, 1986; Baradja, 1994).  Secara 
empiris Kartomiharjo (1996) menyatakan bahwa problematika yang sering muncul dalam 
penyelenggaraan program BIPA banyak bersumber pada persoalan pembelajaran dengan 
bahan ajar yang tidak tepat sasaran.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan bahan ajar BIPA tujuan khusus 
untuk TKA di Bank Woori Saudara adalah sebagai berikut (1) penghapusan syarat  berbahasa 
Indonesia bagi TKA dalam Permenaker No. 16 tahun 2015 telah  menyulitkan adaptasi TKA 
dalam memahami peristilahan pada ranah perbankan, unsur kebahasaan, dan materi 
pemahaman lintas budaya dalam dunia kerja yang disebabkan oleh kemampuan berbahasa  
mereka yang kurang mumpuni; (2) TKA pada  ranah perbankan memerlukan bahan ajar yang 
khusus terkait dengan tema pada ranah bisnis dengan materi untuk tingkat lanjut (C1 dan C2) 
walaupun kemampuan bahasa Indonesia para TKA masih tingkat prapemula (A1); dan (3) 
pemetaan materi yang diperlukan oleh para TKA  mencakupi peristilahan pada ranah 
perbankan, unsur kebahasaan, dan materi pemahaman lintas budaya dalam dunia kerja. 
Materi ini merupakan salah satu wujud fungsi BIPA sebagai pengemban misi strategi dan 
diplomasi kebahasaan.  




This paper is intended to describe the development needs of materials of BIPA for 
specific purpose  for Korean foreign workers at Bank Woori Saudara. This method of the 
research applies a qualitative descriptive method. In collecting data the writer uses interview 
and literature review technique. The interview technique is used to determine the needs of 
learners, while the literature review is conducted to find the curriculum reference. The 
research data is taken from interview and questionnaire with foreign workers who are senior 
executives at Bank Woori Saudara. The focus of research is the development of   teaching 
materials of BIPA for specific purpose  for foreign workers  due to the changes in Menaker 
(Minister of labour and employment)  regulations. The development of teaching materials 
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becomes significant in relation to the abolition of the Indonesian language requirement for 
foreign workers in Permenaker  (Minister of labour and employment regulations) number 16 
year 2015. The Permenaker is a revision of Permenakertrans number 12 Year 2013. In BIPA 
program, the ideal teaching materials is  related to teaching and learning process that can be 
observed in the mechanisms and outcomes (Long, 1991; Richard & Rodgers, 1986; Baradja, 
1994). In fact, it is empirically stated, that the problems which often arise in the 
implementation of BIPA program are commonly from the problem of learning and teaching 
materials that do not go with teaching goals (Kartomihardjo, 1996). 
The result of the research shows that the development of teaching materials of BIPA 
for specific purpose  for foreign workers in Bank Woori Saudara is as follows: (1) deletion of 
Indonesian language requirement for foreign worker in Permenaker number 16 of 2015 has 
made  them difficult to understand the terms of banking, language competency, and cross 
cultural understanding materials in business world due to their lack of ability of their 
Indonesian profeciency; (2)foreign workers in banking  require special teaching materials 
related to the competency in the business field that the materials are given in advanced level 
(C1 and C2) despite their Indonesia proficiency  still in beginner level (A1); (3) the mapping 
of materials for business field includes: the terms of banking, language competency, and 
cross cultural understanding materials in business world.  This material is one of the 
functions of BIPA program as a language strategy and diplomacy mission. 
Key words: BIPA materials, business field, permenaker, TKA 
 
PENDAHULUAN 
 Perubahan dominasi kekuatan politik, ekonomi, dan sosial dunia saat ini, baik secara 
langsung maupun tidak langsung telah berdampak pada berbagai kebijakan pemerintah 
Indonesia. Kebijakan pemerintah dalam masalah investasi telah memengaruhi berbagai sektor 
dan diikuti oleh kebutuhan pencarian sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Kebijakan 
terbaru pemerintah dalam percaturan ekonomi global, yaitu dengan melonggarkan undang-
undang terkait dengan tenaga kerja asing (TKA).  
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (2017) tercatat peningkatan jumlah TKA 
yang masuk ke Indonesia. Data tersebut menyatakan bahwa  jumlah tenaga kerja asing (TKA) 
yang masuk ke Indonesia adalah sebagai berikut: tahun 2013 berjumlah 70.120 orang,  tahun 
2014 berjumlah 73.624 orang, tahun 2015  berjumlah 77.149 orang, tahun 2016 berjumlah  
80.375 orang, dan tahun  2017 berjumlah 85.974 orang. Kenaikan jumlah tenaga kerja asing 
ke Indonesia tertinggi terjadi pada industri jasa. 
Dalam Permenaker No. 16 tahun 2015 yang merupakan revisi Permenakertrans No 12 
Tahun 2013 mulai memunculkan persoalan ketika dipenghapuskannya syarat memiliki 
kemampuan  berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan alasan 
untuk meningkatkan  investasi asing  di Indonesia. Hal tersebut diasumsikan bahwa 
longgarnya persyaratan bahasa memungkinkan para investor dapat lebih mudah membawa 
tenaga kerjanya sendiri. Persyaratan yang dikenakan adalah pihak perusahaan yang 
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mempekerjakan TKA harus memberikan fasilitas berupa tenaga pendamping dan penerjemah 
sehingga kewajiban alih pengetahuan dan teknologi menjadi lebih mudah. Namun demikian, 
Permenaker selaku pemberi izin tidak menyebutkan secara eksplisit. Oleh karena itu, pada 
praktiknya alih pengetahuan dan teknologi tidak dapat dilakukan dengan cepat karena 
mendapatkan kendala bahasa dan penambahan rantai kerja, yaitu pihak perusahaan Indonesia 
harus membiayai jasa penerjemah.  Masalah lain adalah ketika bekerja di Indonesia para 
TKA mengalami kesulitan untuk memahami budaya kerja Indonesia, yaitu tidak memahami 
budaya lokal, hambatan dalam bekerja, dan hambatan berinteraksi dengan pekerja lokal. 
Akhirnya yang bertanggungjawab memberikan fasilitas kesulitan bahasa tersebut diserahkan 
kepada pihak pemberi kerja. Namun demikian, penyerahan fasilitas kebahasaan tersebut 
tanpa aturan yang jelas dari pemerintah mungkinkan tidak memadai. 
Permasalahan bahasa Indonesia bagi TKA ini sebetulnya cukup membuat persoalan 
tersendiri. Para pemangku kepentingan di bidang BIPA serta mereka yang mencintai bahasa 
Indonesia tentunya amat berharap bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar di 
setiap tempat kerja, baik di swasta, BUMN, maupun perusahaan pemerintah dan PMA.  
Banyak tenaga kerja asing yang memasuki dan bekerja di wilayah Indonesia yang 
sama sekali tidak memiliki kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Kedatangan 
mereka juga kerap tanpa menggunakan prosedur keimigrasian yang resmi sebagai seorang 
TKA, tetapi banyak di antara mereka datang dengan VISA turis. Tanpa kemampuan 
berbahasa Indonesia, perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing menciptakan 
segresi atau pemisahan antara TKA dengan TKI. Dengan segresi ini tercipta ketidakselarasan 
antara TKA dan TKI, dan kondisi ini bisa menimbulkan berbagai isu, antara lain, 
kecemburuan sosial antartenaga kerja di satu industri.  
Ketidakmapuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia bagi TKA yang yang saat ini 
dikuasai oleh pekerja dari Tiongkok, terutama pekerja kasar di industri-industri semakin 
memperburuk kondisi kerja para tenaga kerja. Tenaga kerja tidak memahami hak dan 
kewajiban mereka. Dengan demikian, timbul pula kecenderungan timbulnya permasalahan 
tenaga kerja, seperti keselamatan dan keamanan kerja yang semakin tinggi.  
Pengembangan BIPA di dunia internasional amat perlu dilakukan karena bahasa 
mempunyai peran yang sangat besar dalam soft diplomacy (Maryanto, 2017). Dalam hal 
peningkatan peran bahasa sebagai medium berdiplomasi ini, beberapa program telah 
dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan dan Strategi Diplomasi Kebahasaan (PPSDK), Badan 
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Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dukungan diarahkan pada peningkatan peran bahasa 
untuk perdamaian dunia sebagai alat strategi dan diplomasi kebahasaan Indonesia. 
Rumusan Masalah 
Berdasarkan persoalan tentang kemampuan kebahasaan para TKA yang masuk ke Indonesia, 
penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut. 
(1) Apa dampak penghapusan syarat berbahasa Indonesia bagi TKA dalam Permenaker 
No. 16 tahun 2015 terhadap kemampuan mereka dalam beradaptasi dengan dunia 
kerja di Indonesia? 
(2) Bagaimana pemeringkatan yang sesuai TKA yang memasuki dunia kerja pada  ranah 
perbankan memerlukan bahan ajar yang khusus terkait dengan tema pada ranah 
bisnis? 
(3) Bagaimana pemetaan materi yang diperlukan oleh para TKA  mencakupi peristilahan 




Penelitian ini ditujukan untuk 
(1) mendeskripsikan dampak penghapusan syarat berbahasa Indonesia bagi TKA dalam 
Permenaker No. 16 tahun 2015 terhadap kemampuan mereka dalam beradaptasi dengan 
dunia kerja di Indonesia; 
(2) mendeskripsikan pemeringkatan yang sesuai TKA yang memasuki dunia kerja pada  
ranah perbankan memerlukan bahan ajar yang khusus terkait dengan tema pada ranah 
bisnis; 
(3) pemetaan materi yang diperlukan oleh para TKA  mencakupi peristilahan pada ranah 
perbankan, unsur kebahasaan, dan materi pemahaman lintas budaya dalam dunia kerja. 
 
KAJIAN TEORI 
Kajian teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah tentang gambaran kebijakan 
bahasa yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, peraturan tentang TKA, dan kemampuan 
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Kebijakan Bahasa  
Dasar hukum tentang bahasa telah diatur dalam Undang-Undang RI No. 24 Tahun 
2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Hal tersebut 
dimuat pada Bagian IV, “Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa 
Internasional”. Pasal 44  UU tersebut berbunyi sebagai berikut.  
(1) Pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara 
bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.  
(2) Peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh lembaga kebahasaan.  
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa 
internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
Penjabaran tentang undang-undang menunjukkan bahwa menjadikan bahasa 
Indonesia sebagai bahasa internasional merupakan perintah undang-undang. Pengajaran 
BIPA di seluruh dunia merupakan bagian dari upaya tersebut. 
 
Peraturan tentang TKA  dan Kemampuan Bahasa 
 Untuk menyelaraskan program pemerintah terkait dengan upaya internasionalisasi 
bahasa Indonesia, ada banyak peraturan bahasa dimasukan ke dalam ketentuan dalam sektor-
sektor tersebut.  Membanjirnya para TKA ke Indonesia telah direspons oleh bidang 
perbankan. Dalam Siagian (2017) dijelaskan bahwa peraturan yang mengatur tentang 
perbankan tertuang  dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/8/PBI/2007 tentang 
Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan. 
Terdapat dua pasal yang secara eksplisit menyebutkan kemampuan berbahasa Indonesia, 
yaitu Pasal 8 huruf (a) menyebutkan bahwa TKA sebagai Komisaris dan Direksi wajib 
memenuhi persyaratan memiliki pengetahuan mengenai Indonesia, terutama ekonomi, 
budaya, dan bahasa Indonesia. Selanjutnya, dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (c) menyatakan 
TKA sebagai pejabat eksekutif wajib memenuhi persyaratan dapat berkomunikasi yang 
memadai dalam bahasa Indonesia. 
Adanya  persyaratan dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia adalah upaya 
untuk menjaga kewibawaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bila penguasaan bahasa 
Indonesia para TKA cukup mumpuni, diharapkan mereka dapat berkomunikasi secara baik 
dengan  tenaga kerja lokal. Dengan demikian, alih pengetahuan dan teknologi akan lebih 
mudah. Satu di antara upaya memartabatkan bahasa Indonesia adalah dengan cara 
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menjadikan sertifikat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) sesuai dengan tingkat 
kemampuan TKA yang dikeluarkan oleh Badan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. Selain itu, dapat juga mengeluarkan bukti kemampuan bahasa Indonesia dalam 
bentuk sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan /instansi pemerintah/kursus 
bahasa Indonesia yang terdaftar di instansi atau lembaga resmi. 
 
Unsur Kebahasaan  TKA 
Defina & Marasabessy (2017) dan Nevey (2018) menyebutkan bahwa peraturan yang 
mengatur tentang wajib berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing telah tertuang 
Permenaker dan No. 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 
Permenaker ini merupakan penyempurnaan dari Permenakertrans sebelumnya 
(PER.02/MEN/III2008). Penyempurnaan ini dilakukan karena peraturan sebelumnya tidak 
terlalu sesuai dengan kondisi ketenagakerjaan (Siagian, 2017). Pada Bab V dinyatakan bahwa 
TKA, pada pasal 26, ayat 1 adalah sebagai berikut: 
a. memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA;  
b. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau pengalaman 
kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima) tahun;  
c. bersedia membuat pernyataan untuk mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja 
Indonesia pendamping; dan  
d. dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.  
Akan tetapi, dalam Siagian (2017) syarat-syarat tersebut tidak diberlakukan bagi 
pemangku jabatan, seperti, komisaris, direksi, dan pekerjaan yang bersifat sementara.  
Aturan ini   kemudian direvisi dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja 
Indonesia yang baru, Permenaker No. 16 Tahun 2015. Yang paling mengejutkan adalah pada 
Permenaker No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang 
pada Bab V: Persyaratan TKA, Pasal 26, Ayat 1 tidak ada lagi syarat mewajibkan tenaga 
asing memiliki kemampuan bahasa Indonesia. Pencabutan Pasal 26d yang mewajibkan dapat 
berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, sepertinya dipandang sebagai sebuah aturan yang 
menghambat peningkatan ekonomi Indonesia yang bersumber dari investasi asing . Hal ini 
sungguh ironi bila persyaratan bahasa dicabut  karena para TKA akan bekerja dan 
berinteraksi dengan pekerja Indonesia. Bagaimana bisa bila   kemampuan bahasa Indonesia 
mereka yang tidak mumpuni? 
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Bila dikaji lebih mendalam perubahan tersebut terjadi terlihat lebih mengutamakan 
pemasukan pendapatan negara. Dalih peningkatan investasi telah banyak mengorbankan 
upaya pemartabatan bahasa negara khususnya di ranah bisnis. Bahasa tampaknya tidak lagi 
dianggap sebagai sebuah alat diplomasi yang sangat penting dalam percaturan bisnis. 
 
Pengembangan Bahan Ajar BIPA  
KBM didasarkan atas bahan ajar dan materi ajar yang mendukung tercapainya tujuan 
pembelajaran.  Kemp (1977:44) menyatakan bahwa materi ajar adalah materi pelajaran yang 
berhubungan dengan proses penyusunan desain instruksional. Desain tersebut merupakan 
gabungan antara pengetahuan, fakta, dan informasi yang terperinci, keterampilan (langkah-
langkah, prosedur, keadaan, dan syarat-syarat) dan faktor sikap. Kemp menerangkan 
perbedaan antara ilmu pengetahuan, keahlian, dan perilaku. Teori pendukung lain adalah dari 
Merril. Merril (2011:44-45) mengklasifikasikan isi materi pelajaran menjadi empat, yakni 
fakta, konsep, prosedur, dan prinsip. 
Dalam Pembelajaran terdapat beberapa aspek yang merupakan standar kompetensi 
dan kompetensi dasar. Aspek tersebut memerlukan penanganan yang berbeda. Aspek-aspek 
materi tersebut adalah, antara lain,  aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek kognitif 
dibagi menjadi empat jenis, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan prosedur (Reigeluth, 2009).  
 
Kurikulum BIPA dan Penyusunan Bahan Ajar BIPA Tujuan Khusus 
Mulyanah (2017) menyatakan bahwa ada banyak panduan kurikulum yang diperlukan 
dalam penyusunan bahan ajar BIPA. Rujukan kurikulum diperlukan sesuai dengan kebutuhan 
pemelajar. Ada beberapa rujukan kurikulum, antara lain, CEFR, Lote, kompetensi pengajar 
BIPA Badan Bahasa, dan kurikulum yang dibuat di Australia. Ausralia memiliki ragam 




Common European Framework of References (CEFR) adalah kurikulum pengjaran 
bahasa asing yang digunakan di Eropa.   Kurikulum ini merupakan kurikulum untuk bahan 
ajar BIPA Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kurikulum CEFR memiliki enam 
pemeringkatan, yaitu tingkat A1 dan A2 (tingkat dasar), tingkat B1 dan B2 (tingkat madya), 
dan tingkat C1 dan C2 (tingkat mahir). 
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 Pengajaran bahasa asing  dalam CEFR tersebut kemudian diadaptasi dalam 
pengajaran BIPA Badan Bahasa menjadi kompentensi pengajaran BIPA. Pengajaran dalam 
CEFR tersebut adalah tingkat A1 dan A2 mencakupi materi  tentang informasi pribadi: nama, 
alamat, pekerjaan, negara asal, keluarga, kepentingannya di tempat umum, misalnya, di bank, 
ATM, kantor imigrasi, rumah sakit, kampus, perpustakaan, dan lain-lain. Tingkat 
kemampuan tata bahasa menggunakan kalimat-kalimat sangat sederhana. Tingkat B1 dan B2 
adalah ditujukan bahwa pembelajar mampu berbicara dengan penutur jati dengan intonasi 
yang normal. Materi yang diajarkan pada tingkat tersebut, antara lain, memahami program 
radio atau televisi berkaitan dengan berita sehari-hari. Tingkat C1 dan C2 adalah tingkat 
mahir. Pada level ini pembelajar harus mampu memahami bahasa pada ranah akademik untuk 
presentasi. Pada tingkat ini pembelajar harus mampu berkomunikasi mendekati penutur jati, 
yaitu merespons gagasan yang disimak dari ceramah dengan lancar dan spontan. 
 
Kurikulum Australia 
Dalam pengajaran BIPA terdapat banyak kurikulum yang digunakan. Pengajaran 
BIPA di Glenroy College menggunakan kurikulum dari The Australian Curriculum/Victorian 
Essential Learning Standard (AUSVels),  Australian Curriculum Assesment and Reporting 
Authority (ACARA), dan Languages Other Than English (LOTE). Kedua jenis kurikulum 
tersebut digunakan sebagai dasar pembuatan bahan ajar yang digunakan oleh pengajar BIPA 
di Victoria. 
Kurikulum (LOTE) adalah panduan kurikulum Bahasa Indonesia yang merupakan 
pelajaran bahasa asing di sekolah-sekolah di Australia dan di New York. LOTE berdasarkan 
sejarahnya  berhubungan dengan kebijakan multikulturalisme. Hal ini juga menunjukkan 
bahasa  asing yang paling banyak digunakan di daerah lokal sekolah, dan untuk pemeliharaan 
identitas budaya masyarakat lokal. 
 
Pengembangan Bahan Ajar BIPA untuk Tujuan Khusus  
 Kerangka pengembangan bahan ajar untuk TKA dapat dilihat dari tuntutan diperlukan 
dalam dunia kerja. Kaitannya dengan keperluan kebahasaan kita bisa melihat tuntutan yang 
harus dimiliki oleh para TKA ketika berkerja di Indonesia. Dalam Permenaker 16/2015 diatur 
bahwa izin RPTKA dan izin IMTA untuk pekerjaan sementara diberikan untuk: 
(1) memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi 
9 
 
P a g e  9 | 19 
 
teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama 
pemasaran luar negeri bagi Indonesia; 
(2) pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang 
berwenang; 
(3) memberikan ceramah; 
(4) mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia; 
(5) melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahan di 
Indonesia; 
(6) pekerjaan yang berhubungan dengan pemasangan mesin, elektrikal, layanan purna jual, 
atau produk dalam masa penjajakan usaha. 
Bila merujuk pada pekerjaan yang ditawarkan di Indonesia, pekerjaan tersebut menuntut  
para TKA harus memerlukan kamampuan berbahasa yang strategis. 
  
METODOLOGI 
Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif 
(Taylor&Bogman 1984:5).Teknik yang digunakan dengan menggunakan kuesioner dan 
wawancara. Dalam pembuatan bahan ajar menggunakan metode kajian pustaka.  
 
Teknik Pengumpulan Data 
Dalam menggali informasi tentang kemampuan berbahasa, pengetahuan tentang budaya 
kerja di Indonesia, dan pengetahuan perbankan dalam bahasa Indonesia. Data tersebut 
dikumpulkan dengan dua teknik, yaitu tes penempatan, kuesioner, dan wawancara mendalam 
yang dilakukan kepada para TKA Korea dengan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. 
Kuesioner dan wawancara menggunakan bahasa Inggris karena pada umumnya para TKA 
tidak mengerti bahasa Indonesia. 
 
Analisis Data 
Kedua data tersebut dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut. 
(1) Data kemampuan bahasa yang terdiri atas kemampuan mendengar, membaca, menulis, 
dan tata bahasa dinilai kemudian diberi pemeringkatan A1—C2. 
(2) Data wawancara dan kuesioner dihitung dan dibuat dalam bentuk persen. Data 
wawancara terdiri atas pengetahuan tentang budaya kerja dan pengetahuan tentang 
peristilahan perbankan dalam bahasa Indonesia. 
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Pada bagian pembahasan ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu dampak penghapusan 
Permenaker No. 16 tahun 2015, kerangka Kurikulum Bahan Ajar BIPA Tujuan Khusus untuk 




Dampak Penghapusan Permenaker No. 16 tahun 2015  
 
Dari wawancara dan hasil tes penempatan pemelajar BIPA dengan responden berjumlah 
enam belas orang TKA Korea dihasilkan data sebagai berikut. 
 
Tabel 1 













1. Kemampuan berbahasa 6,25 % 12,5% 18,25% 62,50% 
2. Pengetahuan tentang budaya 
dunia kerja di Indonesia 
0% 6,25% 12,5% 81,25% 
      3 
 
 
Pengetahuan tentang peristilahan 
perbankan dalam bahasa 
Indonesia 
0% 0% 12,5% 87,50% 
 
 Data di atas menunjukkan bahwa memahami peristilahan dalam dunia perbankan 
merupakan hal yang paling sulit dihadapi oleh para TKA Korea (87,50%). Pengetahuan 
tentang budaya kerja di Indonesia juga termasuk sulit dipahami (81,25%). Kemampuan 
bahasa terlihat  bagus walaupun lebih dari sebagian pemelajar masih sulit untuk memahami 
itu. 
 
Kerangka Kurikulum Bahan Ajar BIPA Tujuan Khusus untuk TKA pada Ranah Bisnis 
Berdasarkan hasil wawancara dengan pemelajar, kebutuhan mereka tentang aspek 
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Pengembangan Bahan Ajar Berdasarkan Jabatan Senior Eksekutif 
 
No. Jabatan Kebutuhan Materi/Tema 
1. Sumber Daya 
Manusia (SDM) 
Presentasi, lingkungan kerja, rapat perusahaan, 
wawancara kerja, iklan lowongan pekerjaan, 
istilah dalam rekruitmen, memberi ceramah. 
 
 
2 Teknologi Informasi Istilah TI, rapat kerja, dll.  
3 Manager Kredit Istilah perbankan, rapat perusahaan, laporan 
neraca keuangan.  
4 Manager 
Keuangan/Akunting 
Laporan keuangan, penjualan, jenis-jenis utang 
bank, angka yang jumlah besar, BUMN 
Indonesia, urusan gaji pegawai. 
5. Manager Personalia Wawancara kerja, iklan lowongan pekerjaan, 
memberi ceramah, layanan 
 
Dari hasil wawancara dengan pemelajar,  data yang diperoleh penulis adalah sebagai 
berikut. 
1) Materi ajar yang perlukan oleh para TKA berupa materi pragmatik (C). Akan tetapi, 
kemampuan kebahasaan para TKA sangat beragam, yaitu  A1, A2 dan B1.  TKA  dengan 
kemampuan bahasa yang cukup memadai  (A2 dan B1) adalah TKA  dengan 
perpajangan kontrak kerja. Cakupan  materi yang diperlukan dalam lingkungan kerja 
terkait dengan dunia perbankan, yaitu tema-tema ranah pragmatik (C1—C2). Untuk 
mempermudah para pemelajar dalam pemahaman materi,   pertanyaan dalam latihan soal 
menggunakan  kalimat sederhana. 
2) TKA Korea memiliki kemampuan yang beragam. Kebutuhan bahan ajar  dengan tema-
tema perbankan merupakan materi untuk tingkat lanjut (C). Hal ini menyulitkan pembuat 
bahan ajar untuk memberikan materi yang sesuai dengan kemampuan para TKA. Akan 
tetapi, kesulitan yang dihadapi oleh pembuat bahan ajar adalah isi wacana harus otentik 
sesuai dengan kebutuhan mereka dalam kehidupan nyata, antara lain, iklan, bahasa 
perkantoran, pemahaman angka, istilah perbankan, istilah dalam perusahaan, dan 
kuitansi. 
3) Materi wacana dalam bahan ajar BIPA Tujuan Khusus mencakupi teks fungsional (iklan, 
lowongan tenaga kerja, pengumanan/memo, grafik, diagram, tabel, surat lamaran kerja, 
brosur, label, dll) 
4) Kompetensi yang di perlukan adalah  membaca, menulis, berbicara, mendengar, tata 
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Pemetaan Materi BIPA Tujuan Khusus untuk Ranah Bisnis Materi Istilah 











Istilah dalam  Perbankan 
No. Lema  Istilah Contoh Istilah 
1. Bunga bunga andalan, bunga bank, bunga biasa, bunga debit, bunga 
ditambahkan, bunga harian, bunga majemuk, bunga pasti, bunga 
terantisipasi bunga bank, bunga majemuk, bunga persentase 
tahunan (BPT), bunga perkenalan. 
2. Kartu  kartu afinitas, kartu bank, kartu bisnis, kartu debit, kartu debit plus 
kartu kredit, kartu kredit bercap gabungan, kartu kredit berjaminan, 
kartu pembelian, kartu prabayar 
3. Kredit kredit kepailitan, kewajiban utang kredit, kredit investasi kredit 
konsumsi kredit macet, kredit dengan agunan kredit pemilikan 
rumah, kredit tanpa agunan (KTA), kredit retail, laporan kredit 
layak kredit 
4. Pinjaman pinjaman atas permintaan, pinjaman perseorangan berangsuran, 
pinjaman beragunan pinjaman berjaminan, pinjaman perjaminan 
tabungan, pinjaman dasar tunai, pinjaman multiguna 
5. Pancarupa agunan, akad kredit, anjungan tunai mandiri (ATM), aset, batas 
kredit,biaya keuangan, biaya layanan, biro kredit, buku simpanan, 
cek melambung, debit, debitur, deposito, dokumentasi kredit, 
fasilitas kredit, jaminan, jaminan bank, jaminan pinjaman, jatuh 
tempo pembayaran, kaji ulang kredit 
 
Kesulitan para TKA Korea adalah memahami istilah pada ranah perbankan dalam 
bahasa Indonesia.  Oleh karena itu, pengembangan bahan ajar harus disusun secara 
berkesinambungan. Tema untuk wacana BIPA tujuan khusus merupakan ranah pragmatik. 
Hal tersebut  berarti bahwa  para  TKA harus mempelajari tingkat kemahiran berbahasa yang 
melebihi kemampuaan (C1 dan C2).  Persoalan tersebut dipahami bahwa pemelajar dengan 
kompetensi tingkat dasar  (A1 dan A2) tetapi harus mempelajari materi pemelajaran dengan 
13 
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kompetensi  tingkat lanjut. Sungguh suatu hal yang sulit untuk dilakukan. Kesulitan ini  
karena program pelatihan kebahasaan yang ditawarkan di Bank Woori Saudara oleh pihak 
perusahaan hanya tiga bulan. 
 
Materi Kebahasaan 
 Pemetaan materi unsur kebahasan dan materi utuh bahan ajar dapat dilihat dari urutan 
materi yang merupakan gabungan antara tingkat pemula, lanjut, dan mahir. Dalam 
penyusunan bahan ajar tersebut disusun dengan sekala prioritas materi yang sesuai dengan 





Rancangan Bahan Ajar Bipa Tujuan Khusus 
pada Ranah Bisnis 
No. Unit Bahasan 
1.  Unit I Melamar Pekerjaan 
• Wacana: Iklan Lamaran Kerja 
• Kosakata Ungkapan: kata tanya apa, di mana, berapa 
lama 
Di mana Anda kerja sebelumnya 
Berapa lama Anda bekerja di perusahaan tersebut 
• Berbicara: Percakapan Wawancara Kerja 
• Menulis:  Mampu mengisi borang/formulir berkaitan 
dengan informasi pribadi: nama, alamat, pekerjaan, negara 
asal, keluarga, dan lain-lain.  
• Tata Bahasa: Menyebutkan angka 
                         
2. Unit II Struktur Perusahaan 
• Wacana : struktur perusahaan 
• Kosakata : Ungkapan Profesi dan Tempat Bekerja 
• Berbicara: Percakapan tentang struktur perusahaan 
• Menulis: Teks rumpang tentang struktur perusahaan 
• Tata Bahasa: Struktur frasa benda (DM) Nama saya, 
pekerjaan saya 
 
3. Unit III Penerima tamu 
• Wacana: iklan lowongan kerja untuk resepsionis/penerima 
tamu 
• Kosakata : Ungkapan Ungkapan bertelepon 
      Halo, bisa bicara dengan... 
• Berbicara: Percakapan di telepon 
• Menulis : menulis pesan dari telepon 
14 
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• Tata Bahasa: Kata tanya: Apa dan Siapa 
4. Unit IV Pembelian dan Penjualan 
• Wacana: faktur penjualan/pembelian 
• Kosakata: Ungkapan berbelanja dan menawar 
• Berbicara: Percakapan di telepon atau percakapan bisnis 
tentang penjualan/pembelian barang tertentu 
• Menulis: permohonan pembayaran 
• Tata Bahasa: Adverbia waktu: besok, kemarin, lusa, 
sekarang, nanti 
                     
5. Unit 5  Perbankan 
• Wacana: wacana tentang perbankan (istilah dan jenis 
pelayanan bank) 
• Kosakata: Ungkapan “Selamat …, Semoga …” 
• Berbicara: membuka rekening di bank 
• Menulis: urutan mengambil uang lewat ATM 
• Tata bahasa: Adverbia : belum, sudah, akan, 
6. Unit 6 Korespondensi 
• Wacana: pos-el tentang tawaran bisnis 
• Kosakata: hari, tanggal, bulan, tahun 
• Berbicara: percakapan tentang surat yang masuk dan 
keluar 
• Menulis: menulis pos-el tentang kerjasama pekerjaan 
• Tata bahasa: Posisi dan Lokasi 
di atas, di kanan, di bawah 
 
7 Unit 7 Alat tulis kantor (ATK)  
• Wacana: jenis alat tulis kantor (kertas, pensil, pena, 
penghapus, straples, dst.) 
• Kosakata: bentuk-bentuk alat tulis kantor (bulat, persegi, 
segitiga, dst.) dalam bentuk gambar 
• Berbicara: percakapan antara karyawan tentang alat tulis 
kantor 
• Menulis: menulis permintaan keperluan alat tulis kantor 
dalam bentuk formulir permohonan barang 
• Tata bahasa: Adjektiva dengan kualitasnya: kecil, kecil 
sekali, kurus, sangat kecil 
8. Unit 8 Perlengkapan kantor 
• Wacana: perlengkapan kantor (komputer, mesin faksimile, 
kalkulator, telepon, meja, kursi, dst) 
• Kosakata: Ungkapan untuk memesan Bisa pesan tiket...? 
• Berbicara: Percakapan antara bagian pengaadaan barang 
dengan pihak penjual tentang pemesanan perlengkapan 
kantor  
• Menulis: pemesanan perlengkapan kantor 
• Tata bahasa: Penggunaan kata penggolong: seorang, 
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9. Unit 9 Memo 
• Wacana: Memo 
• Kosakata: Bahasa dalam pesan singkat yang umum 
digunakan. 
Contoh: yg, sgt, dgn, dsb, dll. 
• Berbicara: Percakapan tentang memo 
• Menulis: menulis memo 
• Tata bahasa: kalimat pasif 
10. Unit 10 Tabel, Bagan, dan Grafik 
• Wacana: survey tentang pembelian/penjualan dalam 
bentuk tabel, bagan, dan grafik. 
• Kosakata: Ungkapan dalam teks pengumuman: bacalah 
pengumuman ini..., datanglah beramai-ramai..., jangan 
lupa hadiri acara ini... 
• Berbicara: Percakapan bisnis 
• Menulis: menulis informasi yang berasal dari tabel, bagan, 
dan grafik 
• Tata bahasa: Kata kerja aktivitas harian 
 
11 Unit 11 Surat Keluhan Pelanggan 
• Wacana: surat keluhan pelanggan 
• Kosakata: Ungkapan pengharapan: Semoga; Harap; 
Mudah-mudahan 
• Berbicara: Percakapan keluhan pelanggan 
• Menulis: Menulis surat keluhan tentang sebuah produk 
• Tata bahasa: Penggunaan kata negasi: Bukan, Tidak 
 
12 Unit 12 Perjalanan Bisnis 
• Wacana: perjalanan bisnis 
• Kosakata berkaitan dengan  arah dan lalu lintas: belok kiri, 
belok kanan, jalan terus, perempatan, pertigaan, putaran, 
persimpangan 
• Berbicara: menunjukkan arah 
• Menulis: Pemesanan hotel 
• Tata bahasa: Kata depan: di, ke, dari 
 
 
Materi Pemahaman Lintas Budaya  
Dalam dunia kerja yang banyak unsur formalitas yang harus diketahui oleh para 
senior eksekutif di bank pada saat rapat, wawancara kerja, bertemu tamu, presentasi, dan 
bertanya mengenai keluhan dari pelanggan.  
 Unsur budaya yang penting diketahui oleh para TKA adalah dalam dunia kerja 
mereka harus mengerti kesulitan orang Indonesia dalam memahami ungkapan ya dan tidak 
yang dilakukan orang Indonesia. Dalam bahan ajar BIPA tujuan khusus harus ada bagian 
16 
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dari bahan ajar yang ada yang mengajarkan unsur sosiolinguistik orang Indonesia terutama 
dalam budaya kerja. Dalam wawancara terungkap hal yang sulit dipahami adalah budaya 
istirahat salat, pegawai yang puasa hari Senin dan Kamis, azan, jam karet, izin urusan 
keluarga yang terlalu sering, tersenyum kadang simbo dari ketidaktahuan, dst. 
Tema yang berkaitan dengan budaya Indonesia, antara lain, pemanggilan sebutan untuk 
orang Indonesia untuk panggilan akrab (Bapak, Pak, Ibu, Bu Kak, Dik, Mas, Mbak, bang). 
dan panggilan orang yang dihormati tidak dengan sebutan kamu, melainkan dengan 
panggilan  Pak/Bu. 
Pengenalan kata budaya yang terkait adat istiadat/agama di Indonesia, seperti azan, 
memahami tentang hijab, hal-hal yang tabu untuk dibicarakan. Memberikan pengetahuan 
tentang ungkapan filler, seperti kata aduh, astaga, anu.  
Materi pemahaman lintas budaya, antara lain, jabatan tangan dengan lembut,  penggunaan 
jempol untuk menunjuk sesuatu sebagai ungkapan sopan, dan kesulitan budaya mengantre. 
Ungkapan lain yang tidak lazim dalam budaya Indonesia bertanya ungkapan Apa kabar tidak 
diungkapkan setiap saat. Pengenalan budaya Indonesia lebih banyak dilakukan dengan 
menampilkan video yang diambil di Youtube. Video yang diambil adalah video yang 
menampilkan budaya Indonesia mulai dari makanan, tarian, pakaian, rumah, cara hidup, 





Pengembangan bahan ajar BIPA tujuan khusus untuk TKA di Bank Woori Saudara 
dapat disimpulkan sebagai berikut. 
(1) Penghapusan syarat  berbahasa Indonesia bagi TKA dalam Permenaker No. 16 tahun 
2015 telah menyulitkan adaptasi TKA dalam memahami peristilahan pada ranah 
perbankan, unsur kebahasaan, dan materi pemahaman lintas budaya dalam dunia kerja 
yang disebabkan oleh kemampuan berbahasa mereka yang kurang mumpuni;  
(2) TKA pada  ranah perbankan memerlukan bahan ajar yang khusus terkait dengan tema 
pada ranah bisnis dengan materi untuk tingkat lanjut (C1 dan C2) walaupun kemampuan 
bahasa Indonesia para TKA masih tingkat prapemula (A1);  
(3) Pemetaan materi yang diperlukan oleh para TKA mencakupi peristilahan pada ranah 
perbankan, unsur kebahasaan, dan materi pemahaman lintas budaya dalam dunia kerja. 
17 
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Materi ini merupakan salah satu wujud fungsi BIPA sebagai pengemban misi strategi dan 
diplomasi kebahasaan.  
 
Saran 
Walaupun ada strategi untuk menyiasati kesulitan pemelajar karena kemampuan 
bahasa yang minim, penghapusan syarat ‘dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia’ bagi 
tenaga kerja asing yang terdapat pada Permenaker No. 16 tahun 2015 yang merupakan revisi 
Permenakertrans No 12 Tahun 2013 mungkin sebaiknya dikaji ulang. Pengiriman TKA tanpa 
kemampuan bahasa bukan hanya menyulitkan mereka, melainkan juga untuk perusahaan. 
Pengiriman TKA yang tidak memiliki kemampuan bahasa mungkin akan berdampak pada 
nilai investasi yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah. 
Pembekalan bahasa untuk TKA di negara asal akan sangat efektif karena para TKA 
tersebut akan mampu  bekerja  saat tiba  di Indonesia. Fasilitas kebahasaan yang diberikan di 
Bank Woori Saudara hanya memberikan pengetahuan dasar tentang kebahasaan sehingga 
pembekalan bahasa semestinya diberikan dalam bentuk karantina oleh Dinas Tenaga Kerja 
dengan melibatkan lembaga yang menaungi BIPA, yaitu Badan Bahasa.  Mengenakan 
persyaratan bahasa pada TKA merupakan upaya dalam memartabatan bahasa Indonesia 
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